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Menimbang 

Mengingat 

PERATURAN DAERAH KABUFATEN BURU 

NOMOR : 26 TAHUN 2012 

TENTANG 

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2012 

BUPATI BURU, 

a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesual dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan 

yang menyebabkan pergeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antara jenis belanja, keadaan 

yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun 

Anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 sesuai Keputusan Gubernur 

Maluku Nomor 166 Tahun 2012 tanggal 13 Nopember 2012 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 

Kauupaten Buru tentang Perubahan APBD Kabupaten Buru Tahun Anggaran 2012; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 

: 1. Undang - Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan 

Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, 



Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 3961) jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan 

(I ombat"!':ln r\101"1'.':lit"'=!I Dani ,hlil, Tnrtnn.05'1-=:i f\lnmnl" 1 nc:, T!':lmb"h"n I omh'!::11"'=!11"'1 1\1.og:'!lt"!':I Don, 1hlil, Tnctnnoeia w i t  r su t i  t v w 4 M i u  t w i n  A t 4 i w  Ia  v u1 i i i  kw ui nu i i  t i 4 tu t  v ' /s4 r d  t w p' t  A t t i w  

Nomor 4878; 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-LIndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455 ); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

7. undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
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8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5234); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepaia Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 
' . 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4502); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

3 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
T_ 2995 ANom+ 139, Tm=hn I  emha;ran Negara Repuhlu Indena5jz 1 N e  At7. 

i i i i i  ~ i i ~ i i i K i  i ; i i i i i i i i  Lt'i ii i i  i i ~ f i  rt[ LI ! I t IU H t !  INUIIUI / / )  

18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

23, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

tahun 2007 Nomor 822, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nor:or 4737); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negari Nornor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedonaman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Anggaran Daerah 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 24 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Buru Tahun 2011 Nomor 24); 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN BURU 

dan 

BUPATI BURU, 
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, 

Menetapkan 

M E M U T U S K A N  :  

PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN BURU TAHUN ANGGARAN 2012. 

! 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami perubahan sebagai berikut: 

1. Pendapatan 

a. Semula 

b. Bertambah/(berkurang) 

Rp. 432.305.718.599,00 

Rp. 17.212.211.484,61 

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan 

2. Belanja 

Rp. 449.517.930.083,61 

Rp. (25.150.009.779,90) 

Rp. 40.342.568.416,42 

Rp. 474.667.939.863,51 

Rp. 434.325.371.447,09 

Jumlah Belanja setelah Perubahan 

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan 

a. Semula 

b. Bertambah/(berkurang) 

3. Pembiayaan 

a. Penerimaan 

1) Semula Rp. 31.428.673.799,55 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (5.048.407.609,39) 

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 26.380.266.190,16 
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b. Pengeluaran 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 
Rp. 

Rp. 

1.230.256.410,26 
0,00 

Rp. 1.230.256.410,26 Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan 

Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan 

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan 
Rp. 25.150.009.779,90 
Rp. 0,00 

Pasal 2 

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari : 

a. Pendapatan asli daerah 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 

Rp. 6. 964.840.000,00 

Rp. 1.936.370.700,00 
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 8.901.210.700,00 

r 

b. Dana perimbangan 

1) Semula Rp. 405.156.581.479,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.720.343.364,61 

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp. 407.876.924.843,61 
c. Lain-lain pendapatan daer ah yang sah 

1) Semula Rp. 2Z0.184.297.120,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 12.555.497.420,00 
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah 
setelah Perubahan Rp. 32.739.794.540,00 

7 



8 

365.700.000,00 

Rp. 1.649.913.200,00 

Rp. 4.215.473.500,00 

Rp. 

Rp. 36.914.084.843,61 

Rp. 1.547.775.500,00 

Rp. 102.137.700,00 

Rp. 3.042.662.500,00 

Rp. 1.172.811.000,00 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan 

Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan 

b. Retribusi daerah 

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan 

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

1) Semula Rp. 350.000.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 15.700.000,00 

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan setelah Perubahan 

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Pajak daerah 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

1) Semula Rp. 2.024.402.000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 645.722.000,00 

Jum lah la in- la in Pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 2.670.124.000,00 

(3) Dana perimbangan sebagairana dimaksud pada ayat (1)  huruf b terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Dana bagi hasil Pajak/Bukan Pajak 

1) Semula Rp. 34.193.741.479,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.720.343.364,61 



2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 
-------- 

Ju m I ah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 41.429.330.000,00 

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan: 

a. Hibah 

Jumlah Dana Darurat setelah Perubahan 

c. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi 

1) Semula Rp. 5.451.000,000,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.097.980.190,00 

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan 

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan 

c. Dana alokasi khusus 

9 

0,00 

0,00 

Rp. 329.533.510.000,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 9.548.980,190,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

Rp. 329.533.510.000,00 

Rp. 41.429.330.000,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 

Jumlah Pendapatan hibah setelah Perubahan 

b. Dana Darurat 

1) Semula 

b. Dana Alokasi Umum 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 



] ()  

Rp. 19.995.946.000,00 

Rp. 3.194.868.350,00 

Rp. 254.180.193.102,51 

Rp. 217.595.585.440,09 

Rp. 36.584.607.662,42 

d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus 

1) Semula Rp. 14.733.297.120,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.262.648.880,00 

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus 

setelah Perubahan 

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan 

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya 

1) Semula Rp. 0,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.194.868.350,00 

Jumlah Bantuan keuangan dari provinsi atau dari 

Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan 

b. Belanja Langsung 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 

Pasal 3 

(1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari : 

a. Belanja Tidak Langsung 

1) Semula Rp. 216.729.786.007,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.757.960.754,00 

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 220.487.746.761,00 



1 1  

0,00 

7.388.775,00 

Rp. 

Rp. 

R.p. 4.670.224.000,00 

0,00 

0,00 
0,00 

7.388.775,00 

Rp. 193.541.647.232,00 

Rp 
Rp. 

Rp. 
Rp. 

Rp. 4.666.000.000,00 
Rp. 4.224.000,00 

Jumlah subsidi setelah Perubahan 

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.102.086. 754,00 
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 195.543.733.986,00 

b. Belanja bunga 
1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 

c. Belanja subsidi 
1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 

d. Belanja hibah 

1) Semula Rp. 7.330.000.000,00 
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 1.164.000.000,00 
Jumlah hibah setelah Perubahan Rp. 8.494.000.000,00 

Jumlah bantuan sosial setelah Perubahan 

e. Belanja bantuan sosial 
1) Semula 
2) Bertambah/(berkurang) 

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja pegawai 

1) Semula 



2) Bertambah/(berkurang) Rp. 600.000.000,00 

Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 2.800.000.000,00 

1 2  

Rp. 

Rp. 126.118.606.811,79 

Rp. 32.868.051.700,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 8.984.750.000,00 

Rp. (112.350.000,00) 

Rp. 2.200.000.000,00 

Rp. 31.564.419.700,00 

Rp. 1.303.632.000,00 

Rp. 104.290.873.840,09 

Rp. 21.827. 732. 971, 70 

Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan 

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan 

f . . B el a n j a  bagi hasil 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan 

g. Belanja bantuan keuangan 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 8.872.400.000,00 

h. Belanja tidak terduga 

1) Semula 

b. Belanja baran dan jasa 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 

------- 

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : 
a. Belanja pegawai 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 



Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan Rp. 26.380.266.190,16 

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: 

a. SiLPA tabun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 31.428.673 799,55 

a. Penerimaan sejumlah Rp. 31.428,673.799,55 
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\ 

1.230.256.410,26 

Rp. 26.380.266.190,16 

Rp. 95.193.534.590,72 

Rp. 

1.230.256.410,26 

0,00 

Rp. 31.428.673.799,55 

Rp. (5.048.407.609,39) 

Rp. 

Rp. 

Rp. 31.428.673.799,55 
Dm tr nag n7 cn0 20\ 
M M  w w l J  

1.230.256.410,26 

2) Bertambah/(berkurang) 

1) Semula 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 

Jumlah penerimaan setelah Perubahan 

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan 

Jumlah belanja modal setelah Perubahan 

c. Belanja modal 

1) Semula Rp. 81.740.291.900,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 13.453.242.690,72 

b. Pengeluaran sejumlah Rp. 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 

Pasal 4 

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari : 



b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp. n n  U,U 

1) Semula Rp. 0,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00 

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. n nn 
,uu 

1) Semula Rp. 0,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah 

Yang dipisahkan setelah Perubahan Rp. 0.0n -, - - 

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00 

4 

Serula 
r t tr 

Lj rp. U,UU 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,00 

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp. 0,00 

1) Semula Rp. 0,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Penerimaan kembali pemberian pinjaman 

setelah Perubahan Rp. 0,00 

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. 0,00 

1) Semula Rp. 0,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah Penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. 0,00 \ 

14 



jatuh tempo setelah Perubahan Rp. 730.256.410,26 

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00 

1) Semula Rp. 0,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 
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0,00 

0,00 

0,00 

500.000.000,00 

730.256.410,26 

Rp. 

Rp. 

0.00 , 

730.256.410,26 

0,00 

500.000.000,00 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

2) Bertambah/(berkurang) 

Jumlah Pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah 

setelah Perubahan Rp. 

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang 

1) Semula 

2) Bertambah/(berkurang) 

Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintah 

daerah setelah Perubahan 

c. Pembayaran pokok utang sejumlah 

1) Semula Rp. 

b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumiah Rp. 

Pengeiuaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan: 

a; Pembentukan dana cadangan sejumlah Rp. 0,00 

1) Semula Rp. 0,00 

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00 

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 



\ 
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Pasal 5 

PASAL 6 

Ringkasan Perubahan APBD; 

Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; 

Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan; 

Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; 

Daftar Perubahan jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; 

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah; 

Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali daiam 

tahun anggaran ini; 

Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah. 

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari : 

4. Lampiran IV 

5. Lampiran V 

1. Lampiran I 

2. Lampiran II 

3. Lampiran III 

6. Lampiran VI 

7. Lampiran VII 

8. Lampiran VIII 

9. Lampiran IX 

menetapkan Peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan 
operasional pelaksanaan. 

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam 
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Ditetapkan di Namlea 
pada tanggal 19 Nopember 2012 

" a»Arai«)° /, l '  
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Pasal 7 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah. 
# 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
. 

Diundangkan di Namlea 
pada tanggal 19 Nopember 2012 

JSEKRETARIS DAERAH 
-' KABUPATEN BURU, ¢ 

"/. '<r� . .  
se 

£. SE' ls- 
a.ad,ans. s6us 

s a/ L  ­  

BARAN DAERAH KABUPATEN BURU TAHUN 2012 NOMOR 26 



L A M P I R A N  



Lampiran I Peraturan Daerah 

Nomor 26 Tahun 2012 

Tangga! 19 Nopember 2012 

6.964.840.000,00 8.901,210,700,00 1.936.370.700,00 
. 

6,60 

38,55 

4,49 

31,90 

0,67 

7,96 

0,00 

0,00 

62,20 

75,18 

35,72 

0,00 

3,98 

6 

% 

16,81 
- - - - - - - -  

4,13 

20,93 

16,46 

1,09 

0,00 

15,88 

0,09 

(1,25) 

27,27 
- - - - - - - -  

27,80 
- - - - - - - -  

3.757.960.754,00 1,73 

102.137.700,00 

1.172.811.000,00 

15,700.000,00 

645.722.000,00 

5 

(Rp) 

40.342.568.416,42 9,29 

17.212.211.484,61 

BERTAMBAH / (BERKURANG) 

474,667.939.863,51 

449.517.930.083,61 

4 

SETELAH PERUBAHAN 

254.180.193.102,51 36.584.607.662,42 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

32.868.051.700,00 1.303.632.000,00 

126.118.606.811,79 21.827.732.971,70 
95.193.534,590,72 13.453.242.690,72 

434.325.371.447,09 

432.305.718.599,00 

3 

JUMLAH (Rp) 

SEBELUM PERUBAHAN 

217,595.585.440,09 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

31.564.419.700,00 

104.290.873.840,09 

81.740.291.900,00 

193.541.647.232,00 195.643.733.986,00 2.102.086.754,00 

7.388.775,00 7.388.775,00 0,00 
7.330.000.000,00 8.,494.000.000,00 1.164.000.000,00 
4.666.000.000,00 4.670.224.000,00 4,224.000,00 
8.984.750.000,00 8.872.400.000,00 (112.350.000,00) 
2.200.000.000,00 2.800.000.000,00 600.000.000,00 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

216,729.786.007,00 220.487.746.761,00 
. 

405.156.581.479,00 407.876.,924.843,61 2.720.343.364,61 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

34.193.741.479,00 36.914.084.843,61 2.720.343.364,61 

329.533.510.000,00 329.533.510.000,00 0,00 

41.429.330.000,00 41.429.330.000,00 0,00 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

20.184.297.120,00 32.739.794.540,00 12.555.497.420,00 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

5.451.000.000,00 9.548.980.190,00 4.097,980.190,00 

14.733.297.120,00 19.995.946.000,00 5.262.648.880,00 

0,00 3.194.868.350,00 3.194.868.350,00 

1,547.775.500,00 1.649,913.200,00 

3.042.662.500,00 4.215.473.500,00 

350.000.000,00 365.700.000,00 

2.024.402.000,00 2.670.124.000,00 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Halaman 1 

PEMERINTAH KABUPATEN BURU 

RINGKASAN PERUBAHAN APBD 

TAHUN ANGGARAN 2012 

BELANJA 

BELANJA TIDAK LANGSUNG 

Belanja Pegawal 

Belanja Bunga 

Belanja Hlbah 

Belanja Bantuan Soslal 

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsl/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 

Belanja Tidak Terduga 

BELANJA LANGSUNG 

BELANIA PEGAWAI 

BELANJA BARANG DAN JASA 

BELANJA MODAL 

PENDAPATAN 

PENDAPATAN ASLI DAERAH 

Pendapatan Pajak Daerah 

Hasll Retrbusi Daerah 

Hasll Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 

La'n-aln Pendapatan Asli Daerah yang Sah 

DANA PERIMBANGAN 

Bag! Hasll Pajak/Bagi Hasll Bukan Pajak 

Dana Alokas Umum 

Dana Alokasl Khusus 

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 

Dana Bagi Hasll Pajak Dari Provins! dan Pemerintah Daerah Lainnya 

Dana Penyesualan dan otonoml Khusus 

Bantuan Keuangan Der! Provins! atau Pemerintah Daerah Lainnya 

2 

URAIAN 



PEMBIAYAAN NETTO 30.198.417.389,29 25.150.009.779,90 (5.048,407.609,39) (16,72) 
f----------'-'---''----l-------=-'-'---'-+----'---'--------11------1 

(16,06) 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

% 

Halaman 2 

(Rp) 

(5.048.407.609,39) 

(28.178.764.541,20) (100,00) 

BERTAMBAH (BERKURANG) 

0,00 

26.380.266.190,16 

JUMLAH (Rp) 

28.178.764.541,20 

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN 

3 4 S 6 

-----31.428.673.799,55, 
31.428.673.799,55 
_ _ _ _ _ _ _ _  ��OJ �,_O� 9,�� 

- - - - 1 2 3 0 . 2 5 6 . 4 1 0 , 2 6 _ - 1. 2 30 . 2 5 6 . 4 1 0, 2 6 , - - - - - - 9, 0 0  
500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 
730.256.410,26 730.256.410,26 0,00 

sue.us/ «errs1, (205965284809] (51509.009.7799 (33.53035993180 114526 

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN 

it 

PEMBIAYAAN DAERAH 

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Sisa Lebih Peritungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) 

Penerimaan Pinjaman Daerah 

PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 

Penyertaan Modal (Investasl) Pemerintah Daerah 

Pembayaran Pokok (tang 

2 

URAIAN 


